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ABSTRAK 
AHMAD ROZIKIN (B 111 10 274), Efektivitas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang 
Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang 
dengan dosen Hasbir Paserangi selaku  pembimbing I dan Muh. Hasrul 
selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan penggunaan helm standar di 
Kabupaten Enrekang dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
pelaksanaan efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan dengan penggunaan helm 
standar di Kabupaten Enrekang Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 
Enrekang dan yang menjadi objek penelitian adalah  petugas kepolisian 
lalu lintas Resort Enrekang, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dan 
masyarakat pengendara sepeda motor di Kabupaten Enrekang. 
Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui 
kepustakaan berupa buku-buku dan sumber lainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil 
penelitian, wawancara dengan pihak kepolisian dan kuisioner yang 
digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa  
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan Helm Standar di 
Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaanya tidak efektif.  Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm 
standar dan masih banyak warga  Enrekang yang tidak menggunakan 
helm standar saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang 
yang pada umumnya bersifat Compliance atau takut kena sanksi dan 
pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 
yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan 
hukum mengenai penggunaan helm standar belum efektif. Sementara 
Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,  faktor 
masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi 
penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di 
Kabupaten Enrekang. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan 
tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Ada di Kabupaten Enrekang. 
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 BAB I 
 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang 
semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih 
membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara 
sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan 
kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran 
transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk 
berkendara. 
 Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam 
berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UU LLAJ). Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian diubah karena 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, 
dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini 
sehingga perlu diganti undang-undang yang baru. 
 Dengan diberlakukanya peraturan tersebut, maka pemerintah 
dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk 
menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah 
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satu didalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm standar bagi 
pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara. Helm standar 
merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam 
penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu 
lintas, terutama pada bagian kepala. Adapun Kewajiban mengenakan 
helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor 
diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ:1 
“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang 
sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar 
nasional Indonesia.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi 
maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan standar 
Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran 
tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:2 
1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak 
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang 
membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 
 Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban 
mengenakan helm standar dalam berkendara telah dikeluarkan namun 
pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang 
                                                           
 
1
 Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
 2 Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang terjadi di 
Kabupaten Enrekang, yang mana masyarakat kota yang seharusnya 
menjadi contoh buat daerah yang lainnya, justru memberikan contoh yang 
tidak baik bagi daerah lainnya yang ada di kabupaten Enrekang, dalam 
hal ini disiplin lalu lintas yang salah satunya masalah penggunaan helm 
standar, karena masih banyak warga masyarakat yang tidak 
menggunakan helm standar saaat berkendara. Kebanyakan dari mereka 
tidak memahami betapa pentingnya menggunakan helm standar saat 
berkendara.  
 Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Enrekang (Polres 
Enrekang), dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 pelanggaran lalu lintas 
masih banyak terjadi. Pada Tahun 2011 berjumlah 1204 pelangaran, 
Tahun 2012 berjumlah 1163 pelanggaran dan pada Tahun 2013 
berjumlah 1038 pelanggaran. Banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya 
setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa 
minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih 
banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu 
lintas. 
 Kenapa semua hal ini bisa terjadi? Menurut penulis, banyak 
pengemudi sepeda motor di jalan yang tidak mengerti aturan lalu lintas. 
Selain itu, kesadaran hukum masyarakat Enrekang masih rendah 
sehingga membuat mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. 
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Padahal merekalah yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu lintas. Namun mereka 
sendirilah yang menghambat semua hal tersebut biasa terwujud. Maka 
dari itu diadakan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang, 
apakah pelaksanaannya sudah benar-benar tepat, sehingga dapat diambil 
sebagai dasar pengambilan tindakan dalam mengatasi masalah lalu lintas 
di Kabupaten Enrekang. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten 
Enrekang? 
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan 
Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm 
standar di Kabupaten Enrekang? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
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berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten 
Enrekang. 
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas 
dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan 
helm standar di Kabupaten Enrekang. 
Adapun Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
1. Dimaksudkan sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat 
bagi pembaca berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin 
membahas masalah yang sama mengenai efektivitas 
peraturan lalu lintas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori  Efektivitas Hukum 
 Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto 
berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum 
baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur 
adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak 
hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi 
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 
yang bersifat positif maunpun negatif.3 
  Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu 
ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatanya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum 
yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun  dapat 
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat 
mempertanyakanya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati 
atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentinganya. 
Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman,yaitu:4 
 
                                                           
 3 Dikutip dari http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html, diakses pada 
13/01/2014 (12:09) 
 
4
 Achmad Ali, 1998,  Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif 
Watampone, hlm. 193. 
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1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan seseorang menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu 
sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya.  
  Jika  ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau hanya 
takut sanksi, maka derajad ketaatanya sangat rendah, karena 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau 
ketaatanya yang besifat Internalization, yang ketaatanya karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, 
maka derajat ketaatanya yang tertinggi.5 
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres 
yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan 
terhadap hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan 
hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita 
tetap dapat dilakukan terhadap keduanya 6: 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya; 
                                                           
 5 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum( Legal Theory) dan teori peradilan (judiclalprudence), 
Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 375. 
 6 Ibid, hlm. 376 
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b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 
faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. 
 Selanjutnya jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. 
Mummers antara lain:7 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukanya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturanya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku diwilayahnya. 
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, 
mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan 
                                                           
 7 Ibid. achmad Ali, hlm. 376-377. 
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substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka 
seyogyanya aturanya bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan 
ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum hukum yang dilanggar tersebut. Suatu 
sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, 
belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika 
dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.  
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap  tahap 
(Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). 
Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah 
10 
 
mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui 
proses hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering 
dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan 
dibuktikan. 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang 
menjadi target diberlakukanya aturan tersebut. Aturan hukum yang 
efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan 
sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma 
lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau 
kebiasaan ,dan lainya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang 
oleh norma lain, akan lebih tidak efektif. 
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum,  
juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para  penegak 
hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai 
dari tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum 
(Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan 
penerapanya terhadap suatu kasus konkret. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang 
minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
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sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efekfifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat 
dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat. 
Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas 
suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan 
peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam 
penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 
penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang 
menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya 
suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.8 
 Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain 9: 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
                                                           
8
 ibid, hlm. 379. 
 9 ibid, hlm. 378 
12 
 
Seanjutnya Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum / kefektifan hukum pada lima hal yaitu:10 
1. Faktor hukum/undang-undang 
 Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai 
kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada 
kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki 
kekuasaan memaksa yang besar sekali. 
 Undang-Undang disini identik dengan hukum tertulis (ius scripta) 
sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (ius non scripta). Pengertian 
hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan 
sesuatu alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita 
artikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara 
tertulis oleh pembentukan hukum khusus. 
 Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan 
terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan 
karena: 
a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang 
b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan Undang-Undang 
c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
                                                           
10
 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, hlm. 9. 
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2. Faktor penegak hukum 
 Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung 
berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang 
mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang 
untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatanya. 
 Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan 
dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara  
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam 
kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya 
dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. 
  Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan 
atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. 
 Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang 
seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya 
sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan 
penanggulangan tersebut, antara lain: 
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a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 
b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 
c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 
d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil; 
e) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme. 
 Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, 
melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap sebagai berikut: 
a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun 
penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin 
menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal 
dari luar sebelum dicoba manfaatnya; 
b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah 
menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu; 
c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan 
dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut 
berkaitan dengan dirinya; 
d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin 
mengenai pendirianya; 
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e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya 
merupakan suatu urutan; 
f) Menyadari potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya 
bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan; 
g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib 
buruk. 
3. Faktor sarana atau fasilitas 
 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia atau yang berpendidikan 
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup, dan seterusnya. 
 Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang adil 
dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas 
yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu 
alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau 
pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan 
secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai 
tugas yang begitu luas. 
 Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya daripada pelaksanaan 
sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang 
lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-
program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (Certainly) 
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di dalam penanganan perkara maupun kecepatanya, mempunyai dampak 
yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi 
negatif. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara 
ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti 
yang tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan 
dan pelanggaran. 
 Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan 
suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di 
Indonesia.Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak 
hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum. 
4. Faktor masyarakat  
 Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada 
masyarakat yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, negara-
negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok 
kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari 
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil 
dari unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang mempunyai 
peranan penting dalam membawa kedamaian bagi masyarakat luas. 
 Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi 
dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan 
apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau 
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merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut 
ditujukan kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai 
dengan pangkat yang tertinggi. Orang-orang yang berhadapan dengan 
polisi, tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh 
polisi dengan pangkatnya yang rendah. 
 Di dalam kehidupan sehari-hari, maka begitu menyelesaikan 
pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun 
kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, 
yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah. Warga masyarakat 
mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan 
gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil 
yang sebaik-baiknya. 
 Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu 
dihadapkan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan 
pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang dengan 
sendirinya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura menaati ketika ada 
polisi, dan bahkan ada yang secara terang-terangan melewatinya. 
 Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga 
masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan 
bahwa kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan sikap yang 
bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap 
hukum dilakukan karena adanya sanksi-sanksi negatif yang berwujud 
hukuman apabila hukum dilanggar. 
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 Adapun cara yang biasa diterapkan oleh polisi untuk membuat 
warga masyarakat taat pada hukum bisanya dilakukan dengan cara yang 
lunak (persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat mengetahui 
dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang 
dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dilakukan suatu 
penyuluhan berulang-ulang agar seluruh masyarakat dapat memahami 
tentang hukum pada saat penyuluhan dan diharapkan kedepan 
masyarakat mengetahui peraturan tersebut. 
 Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau 
lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan 
status/kedudukan dan peranan yang ada. Hal lain yang perlu diketahui 
dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang 
sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat setempat. Secara 
teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan 
fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 
stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau 
sering terjadi. 
5. Faktor kebudayaan. 
 Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai 
sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat yang dianut oleh 
masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. 
Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, 
mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-
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lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan 
lembaga-lembaga lainnya, ataupun tidak melakukan apapun. 
 Pada dasarnya, budaya hukum mengacu kedua perangkat sikap-
sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum 
(budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan 
profesioanl (budaya hukum internal). 
 
B. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 
1. Kesadaran Hukum 
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 
dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang 
terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan 
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai 
individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat 
dalam hukum. 11 
Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek 
kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering 
disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari 
masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan perasaan hukum manusia. 
                                                           
11 Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197. 
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 Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga 
masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 
masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga 
tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, 
apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam 
masyarakat.12 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang 
membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu13 : 
1. Pengetahuan Hukum 
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan 
dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni 
tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 
2. Pemahaman Hukum 
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh 
seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai 
isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 
3. Sikap Hukum (legal Attitude) 
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak 
hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum 
                                                           
12 Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, 
Jakarta, hlm.215 
 
13
 Munir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,  
hlm. 77. 
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tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 
4. Pola Perilaku Manusia 
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan 
hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh 
mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.  
Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu14 : 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum‟ 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum‟ 
Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan 
Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan 
bahwa “The term‟legal consciousness‟ is used by social scientists to refer 
to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that 
is, the understandings which give meaning to people‟s experiences and 
actions”. 15 
Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 
empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum 
                                                           
14
 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum( Legal Theory), Opcit. Hlm. 298 
15 ibid. 
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sebagai perilaku”. Dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau 
asas”.16 
Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang 
sangat penting di dalam politik hukum nasional. hal ini dapat diketahui 
sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa 17: 
1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan kebutuhan hukum sesuai dengan 
kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi 
menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang 
sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai 
prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan 
pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana 
penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang 
menyeluruh, dilakukan dengan : 
a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum 
nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, 
kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu 
dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam 
masyarakat. 
b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut 
proporsinya masing-masing. 
                                                           
16 Ibid. hlm. 299 
 
17
 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung : P.T. 
Alumni, hlm. 51-52 
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c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-
penegak hukum. 
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina 
sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah 
penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.  
Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan 
bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang saling 
berhubungan, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak 
persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau 
tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam 
masyarakat.18 
Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya 
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu 
diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat 
hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran 
hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. 
Tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat 
belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu 
aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya yaitu dalam pasal 
106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
                                                           
18 Achmad Ali, 2009, Opcit, hlm .299. 
24 
 
dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan 
Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm 
yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Namun kenyataanya adalah 
masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan  helm dalam 
berkendara. 
Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan 
pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu 
dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun 
secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. 
Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat 
dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan 
seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik 
materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini 
kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan 
tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi 
merugikan kepentingan orang banyak. 
Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk 
ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum 
sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat 
diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan 
tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang 
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tidak mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan 
atau tehadap hukum tertentu. 
2. Ketaatan Hukum 
Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya 
tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat 
dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan 
hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada 
daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum 
tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat 
ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga 
masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. 
Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian 
bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar 
ketentuan-ketentuan hukum.19 
Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap 
hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman 
adalah sebagai berikut 20: 
1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu : 
“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an 
attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the 
desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is 
based on „means-control‟ as a consequence, the influenced person 
conforms only under surveillance”. 
 
                                                           
19 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Opcit, hlm. 220. 
20
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers,       
hlm. 49-50. 
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Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan 
sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh 
harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari 
kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk 
menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi 
didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, 
orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah 
pengawasan. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu: 
“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal 
but because of a persons desire to maintain membership in a group 
or relationship with the agent. The source of power is the 
attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group 
or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the 
salience the these relationships” 
 
Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada 
suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 
menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan 
bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab 
keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu 
hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa 
menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati 
kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan 
bergantung atas hubungan utama ini. 
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3. Ketaatan yang bersifat  internalization, yaitu: 
“The acceptance by an individual of rule or behavior because he 
finds its content intrinsically rewarding . . . the content is congruent 
with a persons value either because his values changed and adapted 
to the inevitable”. 
 
Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada 
suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai 
denagn nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan 
oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang 
pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan 
sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-
nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa 
diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya 
menaati hukum dengan baik. 
Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya 
karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk 
dalam jenis identification dan internalization.Juga dapat terjadi seseorang 
menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis 
ketaatan sekaligus, terhantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena 
aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus 
dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan 
seseorang. 
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C. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
1. Pengertian 
 Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan 
jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 
pengguna jalan, serta pengolahanya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan 
dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang 
atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan 
kendaraan diruang lalu lintas.21 
 Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan 
dijalan.22 Selanjutnya menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu 
lintas yaitu:23  
“Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal      
perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan 
tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan 
sebagainya)” 
 
 Lalu lintas (Traffic)  diartikan ”pederstrians,riddin,or herded animals, 
vehicles strescass and other conveyences either singly to together while 
using any highway for porposes of trafe” (perjalanan kaki, hewan yang 
ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik 
                                                           
21 Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
22 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm.396. 
23
 W.J.S Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia,PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 
555. 
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sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk 
tujuanya.24 
 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun 
tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. 
2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
  Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  Abubakar Iskandar menjelaskan bahwa:25  
“Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan 
angkutan jalan harus dikembangkaan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas 
dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 
ekonomi, Otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan 
negara”. 
 
  Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi 
terkait (Stakeholders) sebagai berikut: 
1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementrian 
yang bertanggungjawab di bidang jalan; 
                                                           
24 Djajoesman, 1996, Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua), Bina Cipta, Jakarta, hlm.8. 
25
 Abubakar Iskandar, 1996, Menuju lalu Lintas dan Angkutan jalan yang tertib, Departemen 
Perhubungan Indonesia, Jakarta, hlm.23. 
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2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian  yang bertanggungjawab 
dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab 
dibidang industri; 
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan tekhnologi lalu 
lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang 
bertanggungjawab dibidang teknologi; dan 
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional 
manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas 
oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
D. Tinjauan Umum Mengenai Helm Standar 
1. Pengertian Dasar 
 Helm standar adalah helm pelindung yang merupakan bagian dari 
perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang 
berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan, yang 
terdiri atas tempurung, lapisan pelindung, pelindung muka, lapisan 
pengaman, alat penahan, tali pemegang, tutup dagu, dll..26 
                                                           
26 Dikutip dari http://www.BSN.go.id/diakses pada 18/02/2014 (21:28) 
31 
 
a. Tempurung adalah bagian keras dan halus merupakan bagian 
paling luar dari helm. 
b. Lapisan pelindung adalah lapisan helm bagian dalam yang 
dipasang untuk menyerap energi benturan. 
c. Pelindung muka adalah bagian muka helm yang dapat melindungi 
sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari lapisan bening 
(tembus pandang). 
d. Lapisan pengaman adalah lapisan lunak yang dipasang dibagian 
paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu 
digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala 
pemakainya. 
e. Alat penahan adalah rakitan perlengkapan penahan yang berfungsi 
untuk mempertahankan posisi helm diatas kepala. 
f. Tali pemegang adalah bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi 
dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm. 
g. Tutu dagu adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi 
rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam 
keadaan terkunci. 
2. Kriteria Helm Standar 
 Helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) berarti 
telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi. SNI 1811-2007 
menetapkan kriteria teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh 
32 
 
pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua. Adapun 
kriteria teknis untuk helm yang memenuhi SNI yaitu terdiri atas:27 
1. Material  
 Bahan  helm SNI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika 
ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 
55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam, serta harus tahan 
dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan 
pembersih lainnya 
b) Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak 
dapat terpengaruh oleh perubahan suhu 
c) Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat 
dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada 
kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun 
perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan 
keringat, minyak dan lemak si pemakai. 
2. Konstruksi 
Konstruksi helm SNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a) Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan 
halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu, 
b) Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari 
puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang 
                                                           
27 Dikutip dari http://www.BSN.go.id/diakses pada 18/02/2014 (21:28) 
33 
 
melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola 
mata, 
c) Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah sebagai berikut:  
Ukuran Keliling Lingkaran Bagian dalam (mm) 
S Antara 500 – kurang dari 540 
M Antara 540 – kurang dari 580 
L Antara 580 – kurang dari 620 
XL Lebih dari 620 
   
d) Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan 
homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung 
muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan 
setempat.  
e) Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang 
dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan 
tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau 
konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm. 
f) Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus 
benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan 
di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk, 
g) Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya 
melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap 
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tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada 
bagian tepi yang tajam, 
h) Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 
derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-
kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang 
utama. 
i) Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup 
leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu. 
j)  Memiliki daerah pelindung helm  
k) Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna 
terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada 
tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan 
temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung. 
l) Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus 
berupalengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm 
dari permukaan luar tempurung. 
m) Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna 
dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara 
mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di 
bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung.  
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3. Spesifikasi Helm Standar 
  Adapun jenis helm standar yang telah memenuhi spesifikasi helm 
SNI yaitu:28 
a) Helm Full Face 
 Helm ini tidak hanya menutupi bagian kepala tetapi punya 
tingkat keamanan yang maksimal mengingat helm menutupi 
seluruh kepala, leher, telinga, dagu hingga wajah. Biarpun memiliki 
kesan seperti terisolasi, masih dapat melihat dengan jelas karena 
terdapat kaca pelindung fleksibel dibagian tengah wajah yang bisa 
dibuka dan ditutup. Kaca helm ini juga aman dipakai saat hujan 
serta melindungi mata dari debu, kerikil dan serangga dijalan. Helm 
jenis ini mampu melindungi pemakainya dari cedera yang tidak 
diinginkan saat terjadi kecelakaan. Selain itu, helm full face yang 
telah beredar dipasaran sekarang sudah banyak dilengkapi venitasi 
udara, venitasi ini berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara dan 
temperatur udara dalam helm. 
b) Helm Open-face 
 Helm ini dikenal dengan sebutan helm half-face. Bentuknya 
menutupi bagian kepala atas dan belakang, tapi  tidak menutupi 
wajah melainkan terbuka. Namun, karena bagian depan tidak 
tertutupi, perlindungan dibagian muka, dagu, gigi, hidung, leher dan 
mata pun tidak ada. Tapi, kadang-kadang helm open face ada yang 
                                                           
28 Dikutip dari http://www.oto.detik.com/diakses pada 18/02/2014 (21:28) 
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memiliki kaca dan ada yang tidak, sekarang ini yang ber-SNI harus 
menggunakan kaca pelindung agar dapat melindungi pemakainya 
dari hujan, debu, angin, serangga bahkan kerikil kecil yang 
bertebaran dijalan. 
c) Helm Flip Up atau Modular 
 Helm flip up atau modular merupakan helm hasil perkawinan 
silang dari helm full face dengan helm open face. Bentuknya hampir 
sama seperti helm full face, dilihat dari bentuknya helm ini sekilas 
mirip dengan helm yang menutup seluruh wajah. Bedanya hanya 
pada bagian rahang, helm flip up bisa dibuka keatas. 
 Dengan begitu, pengguna helm ini tak akan kesulitan untuk 
melakukan aktivitas makan, minum, merokok atau menjawab 
telepon selular. Keunggulan lainya helm ini dapat memberikan 
perlindungan yang maksimal seperti pada helm full face.  
 
E. Ketentuan Pidana 
 Adapun ketentuan pidana yang mengatur tentang penggunaan 
helm standar termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 ayat (1) dan (2), 
Yaitu:29 
 
                                                           
29
 Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
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 Pasal 291   
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak  
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).   
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang 
membiarkan penumpangnya tidak  mengenakan helm 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yaitu di Wilayah Kabupaten Enrekang. 
Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kabupaten Enrekang 
yaitu karena penulis melihat wilayah geografis Enrekang yang 
berbukit, bergunung, lembah dan terdiri dari sungai-sungai, 
sehingga jalan yang ada di Enrekang cenderung banyak berbelok 
dan banyak tikungan tajam dan curam, sehingga dalam 
menjalankan roda transportasi dibutuhkan perlengkapan yang 
memadai dari alat transportasi kita, salah satunya yaitu helm 
standar.  
 Adapun Subjek dari penelitian ini terdapat di 2 (dua) tempat, 
yang pertama adalah Wilayah Hukum Kepolisian Resort Enrekang 
dan yang kedua adalah Pengadilan Negeri Enrekang. Alasan  
penulis mengambil lokasi penelitian pertama adalah karena 
Kepolisian Resort Enrekang adalah pihak yang mengetahui 
permasalahan lalu lintas yang ada di Kabupaten Enrekang. 
Pengadilan Negeri Enrekang dipilih sebagai lokasi penelitian kedua 
guna mendapatkan data mengenai pelanggaran lalu lintas tentang 
penggunaan helm standar yang pernah diproses hukum di 
Kabupaten Enrekang. 
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B. Jenis dan Sumber data 
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 
penulisan  skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode wawancara atau interview dengan  petugas Kepolisian 
Lalu Lintas Polres Enrekang, Hakim Pengadilan Negeri 
Enrekang dan pengendara kendaraan bermotor roda dua yang 
ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
penulis melalui penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok materi 
pembahasan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
  Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan 
penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Penelitian Kepustakaan  
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah 
berbagai bahan pustaka yang ada hubunganya dengan topik 
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pembahasan, baik berupa peraturan perundang-undangan 
maupun buku-buku. 
b. Penelitian lapangan  
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke 
lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. 
1) Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung 
dengan Petugas Kepolisian lalu lintas Polres Enrekang, 
Hakim Pengadilan negeri Enrekang, dan pengendara 
kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan helm 
standar yang ada di Kabupaten Enrekang yang 
mengetahui tentang permasalahan yang akan diteiliti. 
2) Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang 
telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang 
relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi 
sedetail mungkin dan seakurat mungkin. 
D. Analisis Data 
    Data yang diperoleh, baik data primer maupun data 
sekunder,kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis 
dan ditulis secara  deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan 
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gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta 
terarah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian 
 Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ± 235 Km 
sebelah utara Kota Makassar. Secara administratif terdiri dari 10 
Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 
1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3o 14‟ 36” sampai 03o 50‟ 
00” Lintang Selatan dan 119o 40‟ 53” sampai 120o 06‟ 33” Bujur Timur. 
Batas wilayah kabupaten Enrekang adalah: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, 
b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap,  
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidrap, dan  
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang. 
 Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi 
yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai 
dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak 
mempunyai wilayah pantai.30 
 Secara umum keadaan topografi Wilayah Enrekang didominasi oleh 
gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten 
Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Selanjutnya Jumlah 
penduduk pada tahun 2007 adalah 168.810 jiwa yang terdiri dari 93.939 
jiwa laki-laki atau 50,57% dan 92.871 perempuan atau 49,43% dengan 
                                                           
30 Dikutip dari http://www.enrekangkab.go.id/diakses pada 18/03/2014 (20.00) 
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jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062. Sedangkan pada tahun 2010 
jumlah penduduk Enrekang mengalami peningkatan yaitu 190.175 jiwa 
yang terdiri dari 95.575 jiwa laki-laki, dan 94.597 jiwa perempuan. 
Penduduk Enrekang sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata 
pencaharian utama penduduk Enrekang adalah pada Sektor Pertanian 
(±65%). 31 
 
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan 
Helm Standar Di Kabupaten Enrekang  
 Untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengenai UU 
LLAJ  yang berkaitan dengan penggunaan helm, penulis telah melakukan 
penelitian di Kepolisian Resort Enrekang (Polres Enrekang), dan 
Pengadilan Negeri Enrekang (PN Enrekang). Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh keterangan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di 
Kabupaten Enrekang dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
                                                           
31 Dikutip dari http://www.enrekangkab.go.id/diakses pada 18/03/2014 (20.00) 
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Tabel 1. Tentang Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2011-2013 
Jenis 
Pelanggaran 
Tahun 
2011 2012 2013 
Muatan 159 176 143 
Kecepatan 60 51 55 
Marka Rambu 86 69 57 
Surat-Surat 540 571 520 
Helm Standar 211 179 194 
Perlengkapan 112 87 52 
Lain-Lain 36 30 17 
Jumlah 1204 1163 1038 
Sumber: Satlantas Polres Enrekang, diambil pada 26  Februari 2014 
 Jenis pelangaran lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran 
mengenai helm standar yang dilakukan di Kabupaten Enrekang tergolong  
masih cukup banyak. Pada Tahun 2011 jumlah pelanggaran terhadap 
penggunaan helm standar  berjumlah 211, pada Tahun 2012 berjumlah 
179, dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 194.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas kepolisian 
Lalu Lintas Polres Enrekang bagian Unit Dikmas Lalu Lintas pada tanggal 
28 Februari 2014 di bagian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort 
Enrekang (Satlantas Polres Enrekang) yaitu IPDA Alimuddin, kesadaran 
masyarakat  dalam menggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang 
masih sangat rendah, Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat 
Enrekang akan menggunakan helm standar jika mengetahui ada polisi 
yang berjaga dan tidak menggunakan helm standar jika dilihat tidak ada 
polisi yang berjaga.32 
                                                           
32
 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 ( 12.00 WITA) 
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Dari data jumlah pelanggaran lalu lintas diatas dan hasil 
wawancara dengan IPDA Alimuddin, penulis menyimpulkan  bahwa 
kewajiban tentang penggunaan helm standar saat berkendara dalam 
pelaksanaanya tidak efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat banyaknya 
jumlah pelanggaran mengenai helm standar yang terjadi tiap tahunnya 
dan masih banyak warga masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan 
hukum tersebut. kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan helm 
standar saat mengendarai sepeda motor di kabupaten Enrekang masih 
rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Masyarakat Enrekang 
masih sulit untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga 
cenderung untuk tidak menggunakan helm standar saat berkendara.  
Hal tersebut diatas sangat sesuai dengan teori dari  Achmad Ali, 
bahwa Kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap 
tidak efektif berlakunya apabila jika sebagian besar warga masyarakat 
tidak menaatinya.33 Dalam hal ini kesadaran masyarakat Enrekang 
terhadap kewajiban menggunakan helm standar saat berkendara masih 
sangat rendah, karena masih banyak warga Enrekang  yang jarang 
menggunakan helm standar saat akan berkendara. Selanjutnya 
pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor sering kali 
menimbulkan korban. Ada yang mengalami luka ringan, adapula yang 
luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia. 
 
                                                           
33 Ibid. Achmad Ali, hlm. 349 
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Tabel 2. Tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2011-2013 
Korban 
Tahun 
2011 2012 2013 
Luka Ringan 1 20 16 
Luka Berat 16 25 19 
Meninggal Dunia 17 12 8 
Jumlah 34 57 43 
Sumber: Satlantas Polres Enrekang, diambil pada 26 Februari 2014 
 Jumlah korban akibat perilaku pengendara sepeda motor tersebut 
dari tahun ke tahun masih cukup banyak. Korban meninggal dunia pada 
Tahun 2011 mencapai 34 korban jiwa, kemudian pada Tahun 2012 
mencapai  12 korban jiwa, dan pada Tahun 2013 mencapai 8 korban jiwa. 
Sampai Tahun 2013,  jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di jalan masih 
tergolong cukup banyak. Hal tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian 
khusus dari pemerintah Enrekang khususnya kepolisian lalu lintas resort 
Enrekang, karena sangat disayangkan apabila nyawa sesorang harus 
berakhir karena menjadi korban dari lalu lintas di jalan. 
 Lalu lintas di jalan memang merupakan salah satu aktifitas sangat 
berbahaya, dibutuhkan kewaspadaan dan perhitungan agar tetap selamat 
dalam berkendara. Lebih lagi adanya berbagai karakter dari para 
pengendara sepeda motor yang dapat membahayakan keselamatan bagi 
pengendara sepeda motor yang lain. 
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Tabel 3. Tentang Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Masalah 
Penggunaan Helm Standar Yang Pernah Disidangkan Di Pengadilan 
Negeri Enrekang Dari Tahun 2011-2013 
Bulan 
Tahun 
2011 2012 2013 
Januari 7 12 6 
Februari 16 5 7 
Maret 23 8 10 
April 28 6 4 
Mei 20 14 11 
Juni 21 8 4 
Juli 5 9 4 
Agustus 8 17 1 
September 1 8 2 
Oktober 5 16 4 
November 32 12 13 
Desember 20 8 5 
Jumlah 186 123 71 
Sumber: Register Perkara Lalu Lintas Pengadilan Negeri Enrekang, diambil pada 
    tanggal  14 Februari 2014 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari Tahun 2011 sampai 
Tahun 2013 jumlah kasus pelanggaran mengenai penggunaan helm 
standar yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Enrekang masih 
cukup banyak. Pada Tahun 2011 sebanyak 186 kasus, pada Tahun 2012 
sebanyak 123 kasus, dan pada Tahun 2013 sebanyak 71 kasus. Jumlah 
total pelanggar lalu lintas mengenai penggunaan helm standar yang telah 
disidangkan di Pengadilan Negeri Enrekang dari Tahun 2011-2013 adalah 
sebanyak 380 kasus. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang 
melakukan persidangan perkara lalu lintas tanggal 25 Februari 2014 di 
Pengadilan Negeri Enrekang yaitu Andrey Sigit Yanuar, S.H. Menurutnya 
Pada umumnya masyarakat Enrekang yang pernah menjalani sidang 
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perkara lalu lintas mengenai pasal 106 ayat 8 UU LLAJ kebanyakan 
melakukan pelanggaran berupa tidak menggunakan helm standar saat 
berkendara. Para pelanggar telah melanggar pasal 291 ayat 1 UU LLAJ 
tentang tidak mengenakan helm standar bagi pengemudi  saat berkendara 
dan pasal 291 ayat 2 UU LLAJ tentang membiarkan penumpangnya tidak 
mengenakan helm standar saat berkendara. Dan mereka  telah dijatuhi 
denda atau pidana kurungan sesuai pelangaran yang dilakukan dan 
alasan dari para pelanggar.  
Lebih lanjut, dalam menjatuhkan hukuman ada beberapa hal yang 
mempengaruhi keputusan hakim mengenai hal-hal yang mempengaruhi 
vonis terhadap kepada pelanggar, yaitu: 
1. Hakim melihat latar belakang pelanggar 
2. Hakim melihat alasan dari pelanggar 
3. Kehadiran pelanggar dalam proses persidangan 
 Jika pelanggar lalu lintas yang telah melakukan pelanggaran 
masalah helm standar kemudian melakukan lagi pelanggaran terhadap 
hal yang sama pula ataupun pelanggar yang tidak hadir dalam 
persidangan, maka hakim biasanya akan menjatuhkan vonis/denda lebih 
berat kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran itu atau denda 
maksimal dari Pasal 291 ayat 1 UU LLAJ dan  Pasal 291 ayat 2 UU 
LLAJ.34 
                                                           
34
 Wawancara dengan Andrey Sigit Yanuar, Hakim pengadilan Negeri Enrekang, pada tanggal 25 
Februari 2014 (13.00 WITA) 
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 Selanjutnya untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu 
hukum atau perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah 
sebagian besar masyarakat yang menjadi target keberlakuan undang-
undang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga 
dapat dilihat dari pola prilaku masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat 
dan bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perundang-undangan 
tersebut.  
 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah melakukan penelitian 
selama kurang lebih satu bulan dengan teknik kuisioner di mana yang 
menjadi responden adalah masyarakat pengendara sepeda motor yang 
ada di Kabupaten Enrekang yaitu 100 responden pengendara sepeda 
motor. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada pengendara adalah 
apakah anda selalu menggunakan helm standar ketika mengendarai 
sepeda motor. Adapun jawaban dari para pengendara sepeda motor 
selaku responden yaitu : 
Tabel 4. Jawaban Responden Mengenai Apakah  Selalu 
Menggunakan Helm Standar Saat  Berkendara 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 41 41% 
2 Tidak 59 59% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
 Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 100 responden, 41 responden pengendara akan 
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menggunakan helm standar saat akan berkendara dan sebanyak 59 
responden pengendara mengatakan tidak menggunakan helm standar 
saat berkendara. 
Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan pengendara sepeda 
motor yang ada di Kabupaten Enrekang jarang menggunakan helm 
standar saat berkendara. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa 
mayoritas pengendara di Kabupaten Enrekang tidak taat terhadap aturan 
mengenai kewajiban tentang penggunaan helm standar saat berkendara. 
Hal tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Enrekang 
kurang peduli terhadap keselamatan mereka saat berkendara ketika 
mengalami kecelakaan terutama pada bagian kepala akibat tidak 
menggunakan helm standar saat berkendara.  
Adapun alasan dari responden tidak menggunakan helm standar 
saat berkendara, yaitu: 
Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Alasan Tidak Menggunakan 
Helm Standar Saat Berkendara 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Polisi tidak akan menilang 3 5% 
2 Hanya buang-buang tenaga 5 10% 
3 Lainya…. 51 85% 
Jumlah 59 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
Dari hasil kuisioner diatas, didapatkan 3 responden memilih polisi 
tidak akan menilang, 5 responden memilih hanya buang-buang tenaga, 
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dan 51 responden memilih lainnya dengan berbagai alasan, namun yang 
paling banyak adalah mereka sudah terbiasa tidak menggunakan helm 
jika bepergian karena alasan merepotkan, gerah dan helm yang standar 
sangat berat sehingga mengganggu konsentrasi saat berkendara. 
Berdasarkan hasil diatas, masyarakat Enrekang pada umumnya masih 
terbiasa tidak menggunakan helm standar karena alasan merepotkan, 
selain itu mereka menganggap helm standar itu sangat berat sehingga 
dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. 
Menurut IPDA Alimuddin, salah satu hal yang menyebabkan 
masyarakat Enrekang jarang menggunakan adalah karena tradisi dan 
karakter masyarakat Enrekang yang kurang memahami dan kurang 
menaati dari suatu aturan hukum. Salah satu contohnya yaitu seorang 
petani yang jarang menggunakan helm standar saat pergi ke kebunnya 
karena sudah terbiasa sejak dulu pergi ke kebun tidak menggunakan 
helm, jelas hal ini sangat dilarang atau seorang siswi yang dibonceng ke 
sekolah yang jarang menggunakan helm standar karena alasan takut 
kerudungnya akan menjadi rusak atau dengan alasan gerah.35 Adapun 
alasan dari para responden jika mereka akan menggunakan helm standar 
yaitu:  
 
 
                                                           
35
 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 (12.00 WITA) 
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Tabel 6. Jawaban Responden Mengenai Alasan Menggunakan Helm 
Standar Saat Berkendara 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Takut kena tilang polisi 39 95% 
2 
Takut hubungan baik dengan 
seseorang rusak 
- - 
3 Sesuai dengan nilai intrinsik 2 5% 
4 Lainnya….. - - 
Jumlah 41 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
Dari hasil kuisioner diatas, dari 41 responden tentang alasan 
mereka akan menggunakan helm standar, 39 responden memilih alasan 
takut kena sanksi,  dan sebanyak 2 orang memilih sesuai dengan nilai 
intrinsik yang dianutnya. Berdasarkan hasil diatas, memang pada 
umumnya kebanyakan masyarakat Enrekang akan menggunakan helm 
standar karena mereka takut akan kena sanksi. 
 Menurut IPDA Alimuddin, pada umumnya masyarakat Enrekang 
akan menggunakan helm standar pada saat-saat tertentu, seperti pada 
saat pagi hari jam 06.00-10.00 atau pada saat hari-hari keramaian yang 
ada di Enrekang yaitu Hari Senin dan Kamis karena adanya pasar rutin di 
Enrekang. Pada waktu tersebut biasanya warga Enrekang akan 
menggunakan helm  standar karena melihat pada saat itu banyak polisi 
yang berjaga dan mengatur lalu lintas.36  
Dari data kuisioner dan pernyataan dari IPDA Alimuddin tentang 
alasan masyarakat menggunakan helm standar, maka hal tersebut sesuai 
                                                           
36
 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 ( 12.00 WITA) 
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dengan teori ketaatan dari H.C. Kelman yang bersifat Compliance. Hal ini  
dapat ditarik kesimpulan bahwa derajad efektivitas atau tingkat ketaatan 
masyarakat Enrekang terhadap suatu aturan hukum dalam hal ini 
kewajiban mengenakan helm standar saat berkendara masih sangat 
rendah. Kebanyakan masyarakat Enrekang akan mematuhi aturan hukum 
yang dalam hal ini menggunakan helm standar saat berkendara karena  
masyarakat takut akan adanya sanksi jika melanggar, sehingga 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Masyarakat hanya akan 
patuh ketika ada polisi yang berpatroli atau melewati pos polisi. 
Hal tersebut diatas juga sesuai dengan pendapat dari  Achmad Ali, 
bahwa kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap 
tidak efektif berlakunya apabila jika sebagian masyarakat hanya ketaatan 
yang bersifat Compliance atau identification. Dengan kata lain, walaupun 
sebagian masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-
undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan  atau perundang-
undangan itu masih dapat dipertanyakan.37 
 Selanjutnya untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-
undangan dalam hal ini efektivitas mengenai penggunaan helm standar, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya 
adalah Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.38  
                                                           
37
 Ibid. Achmad Ali, hlm. 349 
38 Ibid. Achmad Ali, hlm. 378. 
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 Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka 
penulis mencari tingkat pengetahuan para pengendara motor terhadap isi 
dari pasal 106 ayat (8), adapun hasilnya sebagai berikut : 
Tabel 7. Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Terhadap Isi 
Dari Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 27 27% 
2 Tidak 73 73% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
Dari hasil kusioner diatas tentang pengetahuan masyarakat 
terhadap isi dari pasal 106 ayat 8 UU LLAJ, dari 100 responden 
pengendara sepeda motor didapatkan hasil bahwa sebanyak 27 
responden mengaku mengetahui terhadap isi dari pasal 106 ayat 8 UU 
LLAJ dan sebanyak 73 responden mengaku tidak mengetahui terhadap isi 
dari pasal 106 ayat 8 UU LLAJ. Hal tersebut membuktikan bahwa 
memang pengetahuan hukum para pengendara motor terhadap isi dari 
pasal 106 ayat 8 tentang kewajiban mengenakan helm standar saat 
berkendara masih cukup rendah atau masih banyak yang belum 
mengetahuinya. Dalam hal ini efektivitas dari pasal 106 ayat 8 tentang 
penggunaan helm standar dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan 
pengetahuan masyarakat tentang isi dari aturan hukum tersebut yakni 
pasal 106 ayat 8 masih banyak yang tidak mengetahuinya. 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan 
Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang  
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan .Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin 
mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang 
harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Jadi, untuk mengetahui 
efektif atau tidaknya aturan hukum mengenai kewajiban mengenakan 
helm standar saat berkendara dalam UU LLAJ, maka yang harus 
diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para 
masyarakat khususnya pengendara sepeda motor, sifat ketaatan dari 
masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari 
aturan hukum tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian di atas, 
aturan hukum mengenai kewajiban mengenakan helm standar saat 
berkendara yang diatur dalam UU LLAJ Jalan tidak efektif, hal ini berdasar 
pada masih banyak warga masyarakat yang tidak menaatinya dalam hal 
ini jarang menggunakan helm standar saat berkendara, Masih kurangnya 
pengetahuan warga tentang isi dari peraturan tersebut dan kebanyakan 
warga akan menaatinya karena takut kena sanksi jika melanggarnya. 
Oleh karena itu, penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan UU LLAJ yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di 
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Kabupaten Enrekang. Adapun faktor yang mempengaruhinya, penulis 
akan  menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang 
faktor yang mempengaruhi penegakan atau kefektifan hukum, yaitu:39 
Faktor Hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana 
atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Selanjutnya 
Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang 
 Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai 
kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan 
yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan 
memaksa yang besar sekali. 
 Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya 
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 
disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 
bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur 
yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan 
yang tidak sepenuhnya berdasar merupakan suatu yang dapat dibenarkan 
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. 
 Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh 
ancaman sanksi yang ada dalam pasal 291 ayat 1 UU LLAJ dan Pasal 
291 ayat 2 UU LLAJ yang terlalu tinggi bagi para pelanggarnya yang 
dalam hal ini masyarakat Enrekang yang mayoritas penduduknya bermata 
                                                           
39
 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, hlm. 9. 
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pencaharian sebagai petani. Berdasarkan pengumpulan data yang 
dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada pengendara 
(responden) melalui kuisioner yaitu apakah mereka setuju bahwa jika tidak 
mengenakan helm standar saat berkendara baik pengemudi maupun yang 
dibonceng akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Adapun hasilnya sebagai berikut : 
Tabel 8. Jawaban Responden Mengenai Setuju Atau Tidaknya Sanksi 
Dari Pasal 291 Ayat 1 Dan Pasal 291 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 33 33% 
2 Tidak,  Alasan……. 67 67% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
Dari data kuisioner diatas, didapatkan hasil bahwa dari 100 
responden mengenai setuju atau tidaknya tentang sanksi yang ada di 
Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2 UU LLAJ, sebanyak 33 orang memilih setuju 
dengan ancaman sanksi yang ada di Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2 UU 
LLAJ, dan sebanyak 67 orang tidak setuju dengan ancaman sanksi yang 
ada di Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2 UU LLAJ dengan kebanyakan 
alasanya yaitu karena ancaman dendanya terlalu tinggi atau mahal. Dari 
data diatas, dapat dilihat kebanyakan dari warga tidak setuju dengan 
ancaman sanksi dari Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2 UU LLAJ karena terlalu 
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mahal, dikarenakan hal tersebut tidak sebanding dengan pendapatan 
sehari-hari mereka yang pekerjaan masyarakat Enrekang kebanyakan 
petani. 
 Sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang bisa 
digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk 
meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan 
mayarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini selalu menggunakan helm 
standar saat berkendara, namun alangkah baiknya pemerintah tetap 
harus memperhatikan kondisi masyarakat. Ancaman sanksi yang tinggi 
lebih cocok diterapkan di negara maju dibandingkan dengan negara 
berkembang seperti negara kita Indonesia. 
2. faktor penegak hukum 
 Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung 
berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang 
mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang 
untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatanya. 
 Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan 
dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara  
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam 
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kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya 
dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. 
  Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan 
atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. 
 Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan 
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan 
efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak 
didukung oleh aparat kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak 
kepolisian akan menimbulkan kapatuhan yang lebih baik dibandingkan 
dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. Di 
dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai kewajiban 
mengenakan helm standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kemungkinan petugas penegak 
hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut : 
a. Aturan hukum mengenai kewajiban mengenakan helm standar 
yakni pasal 106 ayat 8 UU LLAJ menurut IPDA Alimuddin sudah 
diberlakukan, walaupun belum diberlakukan sepenuhnya. Dalam 
hal ini, pihak kepolisian sudah memberi penindakan terhadap 
60 
 
segala bentuk  pelanggaran mengenai helm standar yaitu jika 
masih menggunakan helm cetol (helm pabrik), tidak menggunakan 
helm standar, serta helm yang membahayakan keselamatan 
pengendara seperti tidak memiliki kaca pelindung serta tali 
pengikat. Namun disisi lain pihak kepolisian masih memberi 
sebatas himbauan dan teguran kepada pengemudi yang 
menggunakan helm standar akan tetapi helm tersebut diindikasikan 
tidak kategori standar seperti bentuknya yang sudah tidak baik, 
agar diganti dengan helm yang benar-benar bagus demi 
keselamatan berlalu lintas.40 
b. Upaya yang dilakukan oleh Polres Enrekang dalam pelaksanaan 
UU LLAJ, Menurut Ipda Alimuddin bahwa pihak Polres Enrekang 
telah sering melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini 
kepada masyarakat, adapun sosialisainya yaitu:41 
1. Sosialisasi ke setiap Polsek di wilayah hukum Polres 
Enrekang 
2. Sosialisasi ke dinas Diknas  Kabupaten Enrekang 
3. Sosialisasi ke setiap sekolah pada hari senin dengan 
program seribu sekolah seribu polisi 
4. Sosialisasi ke para tukang ojek di Mapolres Enrekang 
                                                           
40 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 (12.00 WITA) 
41
 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 (12.00 WITA) 
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5. Sosialisasi kepada para tokoh masyarakat, kepada camat, 
lurah serta kepala desa.  
6. Pemasangan spanduk dan baliho di jalan jalan penting di 
Enrekang 
 Selanjutnya untuk mengetahui apakah sosialisasi yang 
dilakukan Polres Enrekang telah diketahui oleh para warga 
masyarakat atau tidak, penulis kemudian mencari data yang 
relevan dengan membagikan kuisioner ke pengedara sepeda motor 
dengan pertanyaanya yaitu apakah pernah mengikuti sosialisasi 
terhadap UU LLAJ, adapun hasilnya sebagai berikut: 
 Tabel 9. Jawaban Responden Mengenai Pernah Atau Tidaknya 
Mengikuti Sosialisai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Pernah 21 21% 
2 Pernah, tapi mengebaikanya 5 5% 
3 Tidak Pernah 74 74% 
Jumlah 100 100% 
 Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, 
diolah pada tanggal 30 Februari 2014  
 Dari hasil kuisioner diatas, dari 100 responden tentang 
pernah atau tidaknya mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ, 
sebanyak  21 responden mengaku pernah mengikuti sosialisasi UU 
LLAJ, sebanyak 5 responden pernah mengikutinya akan tetapi 
mengabaikanya, dan sebanyak 74 responden mengaku tidak 
pernah mengikuti sosialisasi UU LLAJ. 
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 Berdasarkan hasil kuisioner diatas, didapatkan bahwa 
kebanyakan pada umumnya masyarakat Enrekang belum pernah 
mengikuti sosialisasi terhadap UU LLAJ. Tentunya dalam hal ini 
memang pihak kepolisian Resort Enrekang telah sering melakukan 
sosialisasi terhadap UU LLAJ, namun sosialisasi tersebut belum 
optimal dikarenakan belum menyentuh seluruh kalangan mayarakat 
Enrekang. 
 Menurut penulis, sosialisasi terhadap undang-undang 
sangatlah penting terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun 
juga masyarakat bisa mengetahui hadirnya suatu undang-undang, 
mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa 
menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh 
undang-undang tersebut jika sosialisasi yang dilakukan penegak 
hukum kurang optimal kepada masyarakat. 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan hukum tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik 
yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, Bagaimana polisi 
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan 
peralatan yang kurang memadai. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, 
faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat 
penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, 
padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap.  Selanjutnya dalam hal ini, 
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penulis menghubungkan dengan kurangnya pos polisi yang ada di 
Kabupaten Enrekang dalam proses penegakan hukum dalam hal ini 
penegakan terhadap UU LLAJ khususnya dalam penggunaan helm 
standar. Di Kabupaten Enrekang sendiri hanya memiliki 2 pos polisi yakni 
pos polisi yang terletak di Desa Bamba dan pos polisi yang terletak di 
tengah perkotaan. 
 Menurut Ipda Alimuddin, Dengan kurangnya pos polisi yang ada di 
Kabupaten Enrekang, kemungkinan masyarakat yang letak rumahnya 
jauh dari pos polisi tersebut atau masyarakat yang akan melakukan 
aktifitas lalu lintas yang tidak melewati pos polisi tersebut akan sering 
melakukan pelanggaran yakni tidak menggunakan helm standar saat 
berkendara.42  
Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung yang dalam hal 
ini kurangnya pos polisi yang ada di Kabupaten Enrekang merupakan 
suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di 
Kabupate Enrekang.Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka 
penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum. 
4. Faktor Masyarakat 
 Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat 
                                                           
42
 Wawancara dengan IPDA Alimuddin, Kanit Dikmas Polres Enrekang, pada tanggal 28 Februari 
2014 (12.00 WITA) 
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kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan.  
Selanjutnya Faktor dari masyarakat dalam hal ini, penulis akan 
menghubungkan pendapat dari masyarakat khususnya pengendara 
sepeda motor dengan teknik kuisioner mengenai masalah penggunaan 
helm standar jika bepergian ke tempat yang dekat atau pergi ketempat 
ibadah, atau dll harus menggunakan helm standar. Adapun hasilnya 
sebagai berikut:  
Tabel 10. Jawaban Responden Mengenai Apakah Setuju Jika Pergi 
Ke Tempat Yang Dekat Harus Menggunakan Helm Standar 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 22 22% 
2 Tidak 78 78% 
Jumlah 100 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
 Dari hasil kuisioner diatas mengenai setuju atau tidaknya jika harus 
menggunakan helm standar ke tempat yang dekat atau ke tempat ibadah 
harus menggunakan helm standar, dari 100 responden sebanyak 22 
responden mengatakan setuju, sedangkan sebanyak 78 responden 
mengatakan tidak setuju. Berdasarkan hasil diatas, umumnya masyarakat 
tidak setuju jika harus menggunakan helm standar ke tempat yang lebih 
dekat atau ke tempat yang lebih dekat. Menurut penulis, hal ini sangat 
disayangkan karena bagaimanapun juga kecelakaan akan terjadi 
kapanpun dan akan mengakibatkan cedera terutama pada bagian kepala 
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jika kita tidak menggunakan helm standar. Padahal jika kita selalu 
menggunakan helm standar, mata kita akan terlindung dari debu, kepala 
kita terhindar dari terik matahari serta sebagai keselamatan buat diri kita 
terutama pada bagian kepala. 
Tabel 11. Jawaban Responden Mengenai Alasan Tidak Setuju Jika 
Pergi Ke Tempat Yang Dekat Harus Menggunakan Helm Standar 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Polisi tidak akan menilang 9 10% 
2 Hanya buang-buang tenaga 18 25% 
3 Lainya…. 51 65% 
Jumlah 78 100% 
Sumber : Pengendara sepeda motor melalui pembagian kuisioner, diolah 
pada tanggal 30 Februari 2014  
Dari hasil kuisioner diatas, dari 78 responden yang mengatakan 
tidak setuju, didapatkan hasil sebanyak 9 responden memilih alasan polisi 
tidak akan menilang, sebanyak 18 responden memilih hanya buang-buang 
tenaga, dan sebanyak 51 orang memilih alasan lainnya dengan berbagai 
alasan, namun yang paling banyak adalah mereka sudah terbiasa tidak 
menggunakan helm jika bepergian ke tempat yang tidak jauh karena 
alasan merepotkan, gerah dan helm yang standar sangat berat sehingga 
bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara. Berdasarkan hasil diatas, 
dapat disimpulkan bahwa masyarakat Enrekang sudah terbiasa tidak 
menggunakan helm standar jika bepergian ke tempat yang dekat dari 
tujuan atau ke tempat ibadah, dll. Ketika peneliti mengumpulkan data 
melalui teknik kuisioner terhadap mayarakat pengendara sepeda motor, 
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peneliti melihat bahwa memang pada umumnya masyarakat Enrekang 
tidak menggunakan helm standar jika bepergian ketempat yang dekat dari 
tujuan, misalnya petani yang pergi ke kebun tidak menggunakan helm 
standar. 
5. Faktor Budaya Hukum 
 Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan 
prilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintahan terhadap 
atau berkenaan dengan hukum. Dalam kaitan dengan faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini mengenai efektivitas 
penggunaan helm standar, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-
nilai atau prilaku masyarakat atau kebiasaan mayarakat dalam mematuhi, 
mengetahui atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap 
mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila prilaku nyatanya 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi 
didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan 
sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum 
yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum 
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya 
hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai 
efekvitas tentang penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang, 
maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain: 
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a. Mengetahui 
Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat 
itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan 
hukum, akan tetapi pada kenyataanya masyarakat Enrekang masih 
banyak yang belum mengetahui. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
penelitian mengenai pengetahuan tentang isi dari pasal 106 ayat 8 
yang menunjukan bahwa dari 100 responden, sebanyak 27 
responden mengatakan mengetahui isi dari isi dari pasal 106 ayat 8 
UU LLAJ, sedangkan sebanyak 73 responden mengatakan tidak 
mengetahui isi dari pasal 106 ayat 8 UU LLAJ. Dari hasil diatas 
tampak bahwa masih banyak masyarakat Enrekang yang belum 
mengetahui tentang isi dari pasal 106 ayat 8 UU LLAJ. Hal ini 
menunjukan bahwa memang budaya hukum masyarakat Enrekang 
yang kurang mengetahui terhadap suatu aturan hukum yang dalam 
hal ini mengenai kewajiban mengenakan helm standar saat 
berkendara. 
b. Memahami 
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga 
harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan 
manfaat dikeluarkanya peraturan tersebut. Berdasarkan hasil 
penelitian mengenai apakah anda selalu menggunakan helm 
standar saat berkendara, dari 100 responden sebanyak 41 
responden mengatakan akan mengggunakan helm standar saat 
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berkendara, sedangkan sebanyak 59 responden mengatakan tidak 
menggunakan helm standar saat berkendara. Dari hasil diatas 
dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Enrekang 
yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Hal ini 
membuktikan bahwa memang pada umumnya masyarakat 
Enrekang yang memang kurang memahami mengenai tujuan dan 
pentingnya menggunakan helm standar saat berkendara, yaitu 
sebagai pelindung kepala jika terjadi kecelakaan, dll. 
c. Menaati 
Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan 
mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui prilaku berupa 
ketaatan dalam berprilaku lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai apakah alasan memakai helm standar, dari 41 
responden sebanyak 39 responden dengan alasan takut kena 
tilang polisi, dan sebanyak 2 responden dengan alasan sesuai 
dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Dari hasil diatas dapat dilihat 
bahwa kebanyakan pada umumnya masyarakat memakai helm 
standar karena takut kena tilang polisi. Hal ini menunjukan bahwa, 
memang pada umumnya masyarakat Enrekang akan patuh 
terhadap suatu aturan karena takut kena sanksi atau  ada polisi, 
jika tidak ada polisi maka masyarakat Enrekang cenderung akan 
melakukan pelanggaran sehingga hal ini akan membutuhkan 
pengawasan yang terus menerus. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan 
Helm Standar di Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak 
efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran 
mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga  
Enrekang yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. 
Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya 
bersifat Compliance atau takut kena sanksi dan pengetahuan 
masyarakat Enrekang mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 Undang-
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban 
Mengenakan Helm Standar Saat Berkendara yang masih rendah, 
sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai 
penggunaan helm standar tidak efektif. 
2. Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,  
faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum adalah faktor yang 
mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan 
penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang. Karena kelima 
faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Yang Ada di Kabupaten Enrekang. 
 
B. SARAN 
1. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam 
menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak 
hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para 
pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. 
Selain itu Polres Enrekang hendaknya lebih mengoptimalkan lagi 
sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 
karena bisa dilihat masyarakat Enrekang masih banyak yang tidak 
pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Karena bagaimanapun juga, 
jika sosialisasi terhadap Undang-Undang sudah optimal, maka 
masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak 
dicapai dari Undang-Undang tersebut dan besar kemungkinan 
juga masyarakat akan mentaati peraturan tersebut 
2. Pemerintah Kabupaten Enrekang harus lebih memperhatikan 
sarana atau fasilitas seperti penambahan pos polisi yang ada di 
Kabupaten Enrekang yang memang kurang yakni hanya dua buah 
pos polisi. Karena apabila suatu aturan sudah difungsikan 
sementara fasilitasnya belum tersedia atau tidak memadai maka 
akan mengakibatkan aturan tersebut tidak akan berfungsi. Adapun 
menurut penulis, penambahan pos polisi akan menjadikan 
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masyarakat Enrekang kecil kemungkinan akan melakukan 
pelanggaran lalu lintas lagi dan terbiasa dengan menggunakan 
helm standar karena banyaknya pos polisi. 
3. Masyarakat Enrekang hendaknya memiliki kesadaran hukum yang 
tinggi dalam hal ini kesadaran akan pentingnya menggunakan 
helm standar saat berkendara, karena bagaimanapaun juga jika 
kita menggunakan helm standar saat berkendara, maka kecil 
kemungkinan kita akan mendapat cedera yang parah terutama 
pada bagian kepala saat terjadi kecelakaan. 
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